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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 249 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

a.

TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PADANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015, perlu disusun
daftar kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar
pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Dalftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan DBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomer 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5533;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tehun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nemor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daecrah Kota
Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Daftar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib
dijadikan sebagai dasar mengambil kebijakan dalam pelaksanaan
pengadaan barang milik daerah oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang,
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Tembusan Keputusan im1 disampaikan kepada Yth.
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KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketua DPRD Kota Padang
Inspektur Kota Padang

Kepala SKPD terkait di lingkungan
Pemerintah Kota Padang
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Ditetapkan di Padang

pada tanggal 26 _ Juni

2015
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